
BUPATI MIMIKA

PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIRA

NOMOR     40     TAHUN  2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIRA,

Menimbang   : a.     bahwa  Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja  Daerah  Tahun
Anggaran  2022  dan  penjabarannya telah  ditetapkan  melalui
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor  1  Tahun  2022
tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun
Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Mimika Nomor 4 Tahun
2022  tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan  dan  Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 ;

b.     bahwa   berdasarkan   Pasal   163   dan   Pasal   164,   Peraturan
Pemerintah   Nomor    12   Tahun   2019   tentang   Pengelolaan
Keuangan    Daerah,    bahwa    pergeseran    anggaran    dapat
dilakukan   antar   organisasi,   antar   unit   organisasi,   antar
Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek
belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja;

c.     bahwa   berdasarkan   pertimbangan   sebagaimana   dimaksud
pada   huruf  a,   dan   huruf  b,   perlu   menetapkan   dengan
Peraturan Bupati Mimika tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati  Mimika  Nomor  4  Tahun  2022   tentang  Penjabaran
Anggaran     Pendapatan     dan     Belanja     Daerah     Tahun
Anggaran 2022.

Mengingat     :I.     Undang    -Undang    Nomor     12     Tahun     1969     tentang
Pembentukan  Propinsi  Otonom  Irian  Barat  dan  Kabupaten-
Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara
Republik   Indonesia   Tahun    1969   Nomor   47,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
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2.     Undang-Undang      Nomor      28      Tahun       1999      tentang
Penyelenggara  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,
Kolusi  dan  Nepotisme  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun    1999    Nomor   75,       Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia  Nomor 3851);sebagaimana telah beberapa
kali   diubah   terahkir   dengan   Undang-   Undang   Nomor   19
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019   Nomor   197,  Tambahan  Lembaran   Negara     Republik
Indonesia     Nomor 6409);

3.     Undang    -     Undang    Nomor    45    Tahun     1999     tentang
Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya
Barat,  Kabupaten  Paniai,  Kabupaten  Mimika,  Puncak Jaya,
Kota  Sorong  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
1999   Nomor   173,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 3894);

4.     Undang  -Undang  Nomor  21  Tahun  2001  tentang  Otonomi
Khusus   bagi   Propinsi   Papua   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia  Tahun   2001   Nomor   135,   Tambahan   Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4151)   sebagimana  telah
diubah   dengan   Undang-Undang   Nomor   35   Tahun   2008
tentang  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang  -  Undang
Nomor  1  Tahun  2001  tentang Otonomi Khusus  bagi Provinsi
Papua menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun   2008   Nomor   112,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

5.     Undang  -  Undang Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003
Nomor  47,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4286);

6.     Undang     -     Undang     Nomor     1     Tahun     2004     tentang
Perbendaharaan     Negara     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

7.     Undang    -     Undang    Nomor     15    Tahun     2004     tentang
Pemeriksanaan  Pengelolaan  dan  Tanggung].awab  Keuangan
Negara  (I+embaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004
Nomor  66,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4400);

8.     Undang-Undang   Nomor   25   Tahun   2004   tentang   Sistem
Perencanaan    Pembangunan    Nasional    (Lembaran    Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2004   Nomor   104,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2008  tentang Partai  Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)
sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 2
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor
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2  Tahun  2008  tentang  Partai  Politik  (Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

10.   Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia   Tahun   2011   Nomor   82,   Tambahan   Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5234);  sebagaimana  telah
diubah   dengan   Undang-undang   Nomor    13   Tahun   2022
tentang  Perubahan  Kedua    Atas  Undang-Undang  Nomor  12
Tahun   2011   tentang   Pembentukan   Peraturan   Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor  143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

11.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undangundang Nomor  11  Tahun 2020 tentang Cipta
Kelja   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia  Tahun   2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

12.   Undang -  Undang  Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Penetapan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang  -Undang  Nomor  1
Tahun    2020    tentang   Kebijakan    Keuangan    Negara   dan
Stabilitas   Sistem   Keuangan   untuk   Penanganan   Pandemi
Corona  Virus  Disiase  2019   (COVID  -   19)  dan/atau  dalam
rangka      menghadapi      ancaman     yang     membahayakan
perekonomian Nasional dan/atau  stabilitas  sistem keuangan
menjadi   undang   -   undang   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia  Tahun   2020,   Nomor   134,   Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

13.   Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kelja
(Lembaran Negara Republik Indonedia Taun 2020 Nomor 245,
Tambahan       Lembaran       Negara       Republik       Indonesia
Nomor 6573);

14.   Undang -  Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan
Keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022  Nomor 4,
Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 675);

15.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    7    Tahun     1977    tentang
Peraturan    Gaji   Pegawai   Negeri    Sipil    (Lembaran   Negara
Republik   Indonesia   Tahun    1977   Nomor    11,    Tambahan
Lembaran     Negara     Republik     Indonesia     Nomor     3098)
sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan
Peraturan    Pemerintah    Nomor    15    Tahun    2019    tentang
Perubahan   Kedelapan   Belas   Atas   Peraturan   Pemerintah
Nomor 7 Tahun  1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri
Sipil   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2019
Nomor 43);
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16.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    23    Tahun    2005    tentang
Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum     (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran     Negara     Republik     Indonesia     Nomor     4502)
sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan   Pemerintah
Nomor  74  Tahun  2012  tentang  Perubahan  atas  Peraturan
Pemerinatah   Nomor   23   Tahun   2005   tentang   Pengelolaan
Keuangan    Badan    Layanan    Umum    (Lembaran    Negaran
Republik   Indonesia   Tahun   2012   Nomor    171,   Tambahan
Lelmbaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5340);

17.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2005  tentang  Dana
Perimbangan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2005   Nomor   137,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 4575);

18.   Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi   Keuangan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia  Tahun   2005   Nomor   138,   Tambahan   Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4576,  sebagaimana  telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang  Perubahan  atas   Peraturan  Pemerintah  Nomor   56
Tahun   2005   tentang   sistem   Informasi   Keuangan   Daerah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2010  Nomor
110,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Nomor 5155);

19.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    8    Tahun    2006    tentang
Pelaporan    Keuangan    dan    Kinelja    lnstansi    Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor
4614);

20.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    39    Tahun    2007    tentang
Pengelolaan   Keuangan   Negara/Daerah   (Lembaran   Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2007   Nomor   83,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

21.   Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan  Kepada  Partai  Politik  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia   Tahun   2009   Nomor    18,   Tambahan   Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4972),  sebagaimana  telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012
tentang   Perubahan   atas   Peraturan   Pemerintah   Nomor   5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2012   Nomor
195,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik    Indonesia
Nomor 5351);

22.   Peraturan       Pemerintah   Nomor   71   Tahun   2010   tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun   2010   Nomor   123,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



-5-

23.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012    Nomor    5,    Tambahan    Lembaran    Negara   Republik
Indonesia Nomor 5272);

24.  Peraturan    Pemerintah    Nomor    18    Tahun    2016    tentang
Perangkat   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor   114   Tahun   2016,   Tambahan   Lembaran   Republik
Indonesia   Nomor   5887);sebagaimana   telah   diubah   dengan
Peraturan    Pemerintah    Nomor    72    Tahun    2019    tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang    Perangkat    Daerah    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia  Tahun   2019   Nomor   187,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

25.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    56    Tahun    2018    tentang
Pinjaman   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun    2018    Nomor    248,    Tambahan    Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

26.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2019    tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia   Tahun   2019   Nomor   42,   Tambahan   Lembaran
Negara Rapublik Indonesia Nomor 632);

27.   Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 6323);

28.   Peraturan Presiden Nomor  16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa     Pemerintah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia Tahun  2018  Nomor  33);sebagaimana telah  diubah
dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2021  tentang
Perubahan  atas  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018
tentang     tentang     Pengadaan     Barang/Jasa     Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

29.   Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan
Barang/Jasa  Pemerintah   Untuk  Percepatan  Pembangunan
Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat   (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);

30.   Keputusan    Presiden    Nomor    68    Tahun    2002    tentang
Tunjangan Khusus Provinsi Papua;

31.   Instruksi  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  4  Tahun  2020
tentang   Refocussing   Kegiatan,   Realokasi   Anggaran,   serta
Pengadaan   Barang   dan   Jasa   dalam   rangka   Percepatan
Penanganan Coro7ici VI"s Dist.czse 20J9    (COVID-19);

32.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   64   Tahun   2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual   pada   Pemerintah   Daerah   (Berita   Negera   Republik
Indoneisa Tahun 2013 Nomor 1425);

33.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   80   Tahun   2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah  (Berita Negara
Republik  Indonesia Tahun  2015  Nomor  2036);  sebagaimana
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telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018  tentang Perubahan Atas Peraturan  Menteri
Dalam  Negeri  Nomor  80  tahun  2015  tentang  Pembentukan
Produk   Hukum   Daerah   (Berita   Negara   Republiklndonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

34.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   19   Tahun   2016
Pedoman  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah   (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

35.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   62   Tahun   2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta
Pelaksanaan   dan   Pertanggungjawaban   Dana   Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

36.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   36   Tahun   2018
tentang   Tata   Cara    Penghitungan,    Penganggaran   Dalam
Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah,    dan   Tertib
Administrasi      Pengajuan,      Penyaluran,      dan      Laporan
Pertanggungjawaban  Penggunaan  Bantuan  Keuangan  Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
630),  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri
Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   36   Tahun   2018
tentang   Tata   Cara   Penghitungan,    Penganggaran   Dalam
Anggaran   Pendapatari   dan   Belanja   Daerah,    dan   Tertib
Administrasi      Pengajuan,      Penyaluran,      dan      Laporan
Pertanggungjawaban  Penggunaan  Bantuan  Keuangan  Partai
Politik    (Berita    Negara    Republik    Indonesia   Tahun    2020
Nomor  1777);

37.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   70   Tahun   2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

38.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   90   Tahun   2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor   1447);

39.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   39   Tahun   2020
tentang  Pengutamaan  Penggunaan  Alokasi  Anggaran  Untuk
Kegiatan   Tertentu,   Perubahan   Alokasi   Dan   Penggunaan
Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);

40.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   77   Tahun   2020
tentang   Pedoman   Teknis   Pengelolaan   Keuangan   Daerah,
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

41.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   27   Tahun   2021
tentang   Pedoman   Penyusunan   Anggaran   Pendaptan   dan
Belanja    Daerah    Tahun    Anggaran    2022    (Berita    Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

42.   Keputusan  Gubernur  Provinsi  Papua  Nomor  065-4  Tahun
2022  Tanggal  28  Januari  2022  tentang Evaluasi  Rancangan
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Peraturan   Daerah   Kabupaten   Mimika   tentang   Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

43.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor  2  Tahun  2007
tentang     Pokok-Pokok      Pengelolaan      Keuangan      Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007  Nomor 2);

44.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor  2  Tahun  2007
tentang      Pokok-Pokok      Pengelolaan      Keuangan      Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);

45.   Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor  16 Tahun 2010
tentang   Bea   Perolehan   Hak   Atas   Tanah   dan   Bangunan
(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 16 );

46.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor  4  Tahun  2011
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
(I,embaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2011 Nomor 4);

47.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor  1  Tahun  2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Mimika Tahun Anggaran 2022  (Lembaran Daerah Kabupaten
Mimika  Tahun   2022   Nomor   1),   Noreg   Peraturan   Daerah
Kabupaten Mimika, Provinsi Papua : 01/ 2022);

48.   Peraturan   Bupati   Mimika   Nomor   4   Tahun   2022   tentang
Penjabaran    Anggaran    Pendapatan    dan    Belanja    Daerah
Kabupaten   Mimika  Tahun  Anggaran   2022   (Berita  Daerah
Kabupaten Mimika Tahnun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan    :      PERUBAHAN  ATAS  PERATURAN  BUPATI  MIMIKA  NOMOR  4
TAHUN        2 02 2        TENTANG        PENJABARAN       ANGGARAN
PENDAPATAN          DAN          BE LANJA         DAERAH         TAH U N
ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran    Pendapatan    dan    Belanja    Daerah    Kabupaten    Mimika    Tahun
Anggaran  2022  beljumlah  Rp4.484.926.612.225,OO,  (empat  triliun  empat  ratus
delapan puluh empat miliar sembilan ratus dua puluh enam juta enam ratus dua
belas  ribu  dua ratus  dua puluh  lima rupiah)  terdiri  atas  Pendapatan  Daerah,
Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 2

Anggaran   pendapatan   daerah   tahun   anggaran   2022   direncanakan   sebesar
Rp4.484.926.612.225,OO,  (empat triliun empat ratus delapan puluh empat miliar
sembilan ratus dua puluh enaln juta enam ratus dua belas ribu dua ratus dua
puluh lima rupiah), yang bersumber dari:
a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer;dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
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Pasal 3

(1)    Anggaran  pendapatan  asli  daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2
huruf a,  direncanakan  sebesar Rpl.603.179.438.725,OO  (satu triliun  enam
ratus tiga miliar seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh
delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
a. pal.ak daerah;
b. retribusi daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2)    Pajak  daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf a  direncanakan
sebesar Rp245.195.600.000,OO  (dua ratus empat puluh lima miliar seratus
sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) .

(3)    Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar  Rp21.478.451.000,00  (dua  puluh  satu  miliar  empat  ratus  tujuh
puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

(4)    Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat  (1)  huruf c  direncanakan  sebesar Rpl.254.528.387.725,OO  (satu
triliun dua ratus lima puluh empat miliar lima ratus dua puluh delapan juta
tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

(5)    Lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp81.977.000.000,00 (delapan puluh
satu miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 4

Anggaran pajak daerah  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal 3  ayat  (1)  huruf a
direncanakan sebesar Rp245.195.600.000,00 (dua ratus empat puluh lima miliar
seratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
a.   pajak hotel Rpl6.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah);
b.   pajak restoran Rp82.000.000.000,00 (delapan puluh dua miliar rupiah);
c.   pajak  hiburan  Rp4.660.000.000,OO  (empat  miliar  enam  ratus  enam  puluh

juta rupiah) ;
d.   pajak reklame Rp3.705.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus limajuta rupiah);
e.   pajak penerangan jalan Rp28.275.600.000,00 (dua puluh delapan miliar dua

ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
f.    Pajak parkir Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
9.   Pajak air tanah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
h.   Pajak  mineral  bukan  logam  Rpl5.755.000.000,00  (lima  belas  miliar  tujuh

ratus lima puluh lima juta rupiah);
i.    Pajak pBBP2 Rp59.000.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar rupiah);dan
j.     BBHTB Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 5

Anggaran    belanja    daerah    tahun    anggaran    2022    direncanakan    sebesar
Rp4.480.226.612.225,OO  (empat  triliun  empat  ratus  delapan  puluh  miliar  dua
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ratus dua puluh enam juta enam ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh lima
rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 6

(1)    Anggaran  belanja  operasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  huruf a
direncanakan  sebesar Rp2.512.050.093.064,00  (dua triliun  lima ratus  dua
belas  miliar lima puluh juta sembilan puluh  tiga ribu enam puluh empat
rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja bunga;
d. Belanja subsidi;
e. Belanja hibah; dan
f.  Belanja bantuan sosial.

(2)    Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp842.721.828.647,00 (delapan ratus empat puluh dua miliar tujuh
ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus
empat puluh tujuh rupiah).

(3)    Belanja  barang  dan  jasa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b
direncanakan sebesar Rpl .432.818.048.129,00 (satu triliun empat ratus tiga
puluh  dua  miliar  delapan  ratus  delapan  belas juta  empat  puluh  delapan
ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).

(4)    Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf c direncanakan
sebesar  Rp.0,00 (nol rupiah).

(5)    Belanja hibah  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)  huruf d direncanakan
sebesar Rp256.253.449.203,00 (dua ratus lima puluh enam miliar dua ratus
lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tiga
-piah).

(6)    Belanja  bantuan   sosial   sebagaimana  dimaksud  pada  ayat   (1)   huruf  e
direncanakan  sebesar  Rp21.229.800.000,00  (dua  puluh  satu  miliar  dua
ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 7

(1)    Anggaran  belanja  modal  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  huruf  b
direncanakan sebesar Rp 1.560.650.825.895,00 (satu triliun lima ratus enam
puluh miliar enam ratus lima puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu
delapan ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
a.   Belanja modal tanah;
b.   Belanja modal peralatan dan mesin;
c.   Belanja modal bangunan dan Gedung;
d.   Belanja modaljalan, jaringan, dan irigasi;dan
e.   Belanja modal aset tetap lainnya.

(2)    Belanja   modal   tanah   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf   a
direncanakan   sebesar  Rpl34.960.913.541,OO   (seratus   tiga  puluh   empat
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miliar sembilan ratus enam puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu lima
ratus empat puluh satu rupiah).

(3)    Belanja  modal  peralatan  dan  mesin  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf b  direncanakan  sebesar  Rp92.253.498.194,OO  (sembilan  puluh  dua
miliar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan
ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).

(4)    Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf  c   direncanakan   sebesar   Rp639.706.470.724,00   (enam   ratus   tiga
puluh sembilan miliar tujuh ratus enam juta empat ratus tujuh puluh ribu
tujuh ratus dua puluh empat rupiah).

(5)    Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)   huruf   d   direncanakan   sebesar   Rp682.624.767.436,OO   (enam   ratus
delapan  puluh  dua miliar enam ratus  dua puluh empat juta tujuh  ratus
enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).

(6)    Belanja modal aset tetap lalnnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e  direncanakan  sebesar  Rpl 1.105.176.000,OO  (sebelas  miliar  seratus  lima
juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) .

Pasal 8

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal  5  huruf c
direncanakan sebesar Rpl3.835.666.551,OO  (tiga belas miliar delapan ratus tiga
puluh lima juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh satu
rupiah).

Pasal 9

Anggaran   belanja  transfer   sebagaimana  dimaksud   dalam   Pasal   5   huruf  d
direncanakan  sebesar Rp353.346.993.800,00  (tiga ratus  lima puluh  tiga miliar
tiga  ratus  empat  puluh  enan  juta  sembilan  ratus  sembilan  puluh  tiga  ribu
delapan ratus rupiah) , yang merupakan belanja bantuan keuangan.

Pasal 10

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri atas:
a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal  1 1

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf
a direncanakan sebesar Rp300.000.000.000,OO (tiga ratus miliar rupiah).

Pasal  12

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf
b direncanakan sebesar Rp4.700.000,OO  (empat miliar tujuh ratus juta rupiah),
yang terdiri atas:

a.   penyertaan   modal   daerah   sebesar   Rp4.000.000.000,00   (empat   miliar
rupiah);

b.    pembayaran cicilan pokok utang yangjatuh tempo sebesar RpO,00 (nol
rupiah)
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Pasal 13

(1)    Selisih   antara   anggaran   pendapatan   daerah   dengan   anggaran   belanja
daerah         mengakibatkan         terj adinya         surplus / (defisit)         sebesar
Rp296.000.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam miliar rupiah).

(2)    Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap
pengeluaran   pembiayaan   direncanakan    sebesar   Rp296.000.000.000,00
(dua ratus sembilan puluh enam miliar rupiah).

Pasal 14

Uraian  lebih  lanjut  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  2,  tercantum  dalam  Lampiran yang merupakan  bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari:

1.   Lampiran I        Ringkasan  Penjabaran  APBD  Yang  Diklasifikasi    Menurut
Kelompok,    Jenis,    Objek,    Rincian    Objek    Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;

2.   Lampiran Il       Penjabaran APBD Menurut urusan pemerintahari   Daerah,
Organisasi,  Program,  Kegiatan,   Sub  Kegiatan,  Kelompok,
Jenis,   Objek,   Rincian   Objek   Pendapatan,   Belanja,   dan
Pembiayaan;

3.   Lampiran Ill

4.   Lampiran Iv

5.   Lampiranv

6.   Lampiran vI

Daftar  Nana  Penerima,  Alamat  Penerima,   dan  Besaran
Hibah;
Daftar  Nama  Penerima,  Alamat  Penerima,   dan  Besaran
Bantuan Sosial;
Daftar  Nama  Penerima,  Alamat  Penerima,   dan  Besaran
Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
Rinciari     Dana     Otonomi     Khusus     Menurut     Urusan
Pemerintahan Daerah,  Organisasi,  Program,  Kegiatan,  Sub
Kegiatan,   Kelompok,   Jenis,   Objek,   dan   Rincian   Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

7.   Lampiran VII    Rincian   Dana  Tambahan   Infrastuktur   Menurut   Urusan
Pemerintahan Daerah,  Organisasi,  FTogram,  Kegiatan,  Sub
Kegiatan,   Kelompok,   Jenis,   Objek,   dan   Rincian   Objek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Pasal 15

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal  14 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Pelaksanaan   penjabaran   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah   yang
ditetapkan dalam peraturan Bupati ini dituangkari lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan  Anggaran  Organisasi  Perangkat  Daerah  sesuai  dengan  ketentuan
perundang-undangan.
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Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,   memerintahkan  pengundangan  Peraturan
Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tariggal,  8  Agustus  2022

BUPATI MIMIRA,
ttd

ELTINUS OMALENG

Diundarigkan di Timika
Pada tanggal, 8  Agustus  2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd

JENI OHESTINA USMANY

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022 NOMOR 44

.ai dengan aslinya
\   _      ___   _   __   _________   _

GIAN HUKUM
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